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Pengantar  
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Dampak Kerusakan Lingkungan pada 

Hak Ekologis Anak 

Latar Belakang 
Kesepakatan Global 

Pada dekade ini masyarakat menghadapi krisis yang disebut dengan Tiga Krisis Planet atau 

The Triple Planetary Crisis, yaitu perubahan iklim, polusi, dan terancamnya keanekaragaman 

hayati.1 Perubahan suhu dan pola cuaca akan mengubah ekosistem yang mendukung kehidupan 

di planet ini. Konsekuensi dari perubahan iklim menyebabkan peningkatan intensitas dan 

keparahan kekeringan, kelangkaan air, kebakaran hutan, naiknya permukaan laut, banjir, 

pencairan es kutub, dan bencana badai.2 Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World 

Health Organization (WHO), ada tujuh juta kematian dini setiap tahunnya terkait dengan 

polusi udara.3 Sementara hilangnya keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh 

penangkapan ikan yang berlebihan dan penggundulan hutan yang berujung pada hilangnya 

habitat. Ini akan berdampak pada pasokan makanan dan akses ke air bersih yang sangat penting 

bagi kehidupan kita.4 

Krisis lingkungan ini harus ditangani secara global sehingga semua negara meratifikasi dan 

mengadopsi Pengakuan Hak atas Lingkungan Sehat atau The Recognition of the Right to a 

Healthy Environment (R2HE) oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Pengakuan ini sangat penting untuk menetapkan standar pencapaian bersama bagi pemerintah 

untuk memastikan dunia yang berkelanjutan.5 Pada tanggal 8 Oktober 2021, hak atas 

lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari diakui oleh Dewan Hak Asasi Manusia atau Human 

Rights Council (HRC).6 Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang mendukung resolusi 

HRC harus mengadopsi dan mengimplementasikan resolusi General Assembly (GA) tentang 

pengakuan internasional atas hak atas lingkungan yang sehat.7  

Banyak inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung pengakuan hak atas lingkungan yang 

sehat seperti My Planet My Rights Petition, Global Call for the UN to Recognize the Right to 

a Healthy Environment, United Nations Joint Statement on the right to a healthy environment, 

Business Statement, dan Core Group Joint Statement on Right to a Healthy Environment.8 Lalu 

pada 28 Juli 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengakui hak atas 

lingkungan yang sehat.9 Artinya, pemerintah perlu merealisasikan komitmennya untuk 

mengatasi masalah lingkungan seperti polusi, akses air bersih dan pengelolaan limbah, serta 

memastikan masyarakat hidup dalam lingkungan yang baik. 

Pada 20 Juli 2023, PBB mengumumkan bahwa Koalisi Global Masyarakat Sipil, Masyarakat 

Adat, Gerakan Sosial, dan Komunitas Lokal dalam usaha untuk mendapatkan Pengakuan 

Universal Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan menjadi 

salah satu penerima Penghargaan Hak Asasi Manusia PBB 2023 karena peran pentingnya 

dalam mengadvokasi pengakuan hak atas lingkungan yang sehat oleh Majelis Umum PBB pada 

tahun 2022.10 

https://www.change.org/p/my-planet-my-rights-recognize-children-s-right-to-a-healthy-environment?lang=en-IN
http://healthyenvironmentisaright.org/
http://healthyenvironmentisaright.org/
https://www.unep.org/news-and-stories/statements/joint-statement-united-nations-entities-right-healthy-environment
https://bteam.org/our-thinking/news/business-leaders-call-for-universal-recognition-of-the-human-right-to-a-healthy-environment
http://healthyenvironmentisaright.org/wp-content/uploads/2021/04/Core-Group-Joint-Statement.pdf
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Pengakuan universal Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih, Sehat dan 

Berkelanjutan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk kerusakan 

lingkungan. Resolusi ini mendorong perlunya lebih banyak tindakan untuk meningkatkan 

perlindungan lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Hak atas 

lingkungan yang bersih, sehat dan lestari terkait erat dengan hak-hak lain, termasuk hak untuk 

hidup dengan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, dan standar hidup yang layak.11 

Faktor-faktor Penentu Kesehatan Anak 

Gambar 1. Determinan sosial dari kesehatan 

anak dan lingkungan hidup anak-anak.  Sumber: 

UNICEF Innocenti Report 1612 

UNICEF menggambarkan faktor-

faktor sosial yang mempengaruhi 

kesehatan anak dalam bentuk 

diagram (lihat Gambar 1). 

Kesehatan mental, keterampilan dan 

kesehatan fisik anak sangat 

tergantung pada kegiatan, hubungan 

dengan keluarga dan komunitas, 

jaringan yang mendukung tumbuh 

kembang anak, sumber daya di 

rumah, sekolah dan di komunitas, 

kebijakan yang mendukung anak, 

dan konteks yang relevan dengan 

anak.  

Laporan baru tentang anak-anak dari 

negara-negara terkaya di dunia 

menyajikan gambaran yang beragam tentang kesehatan, keterampilan, dan kebahagiaan 

mereka. Bagi banyak orang, masalah seperti kemiskinan, pengucilan, dan polusi mengancam 

kesejahteraan mental, kesehatan fisik, dan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan 

keterampilan. Bahkan negara-negara dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

baik, mereka masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Agenda Pembangunan 

Berkelanjutan 2030.13 Tindakan yang terfokus dan dipercepat diperlukan jika tujuan ini ingin 

dicapai. 

Menurut laporan United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF 

(2021), sekitar satu miliar anak diklasifikasikan sebagai "berisiko sangat tinggi" terhadap 

paparan perubahan iklim dan bahaya lingkungan.14 Ini berarti anak-anak adalah populasi yang 

paling rentan dalam kaitannya dengan bahaya lingkungan. Namun dengan telah diadopsinya 

hak atas lingkungan yang bersih dan sehat oleh Majelis Umum PBB, akan memperkuat anak-

anak dalam mencapai hak-hak lingkungannya. Seperti yang tertera di Convention on the Rights 

of the Child atau Konvensi Hak Anak, Pasal 24 bahwa “Negara-negara Pihak harus memerangi 

penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan primer, melalui, 

antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui penyediaan makanan bergizi yang 

memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko pencemaran 

lingkungan”.15  

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Pada Juni 2021, Komite PBB memutuskan untuk membuat draf komentar umum tentang hak 

anak dan lingkungan dengan fokus khusus pada perubahan iklim, yang selanjutnya dikenal 

dengan General Comment No. 26 on children’s rights and the environment with a special focus 

on climate change. Februari - Juni 2022 merupakan sesi konsultasi pertama dan November 

2022 - Februari 2023 merupakan sesi konsultasi kedua (terakhir), dimana semua pihak yang 

berkepentingan dapat mengomentari draf komentar umum tersebut. Terdapat masukan dari 

berbagai Negara, organisasi regional, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga hak asasi 

manusia nasional dan Komisaris Anak, kelompok anak dan remaja, organisasi masyarakat sipil, 

akademisi, sektor swasta, dan individu. Temuan hasil konsultasi dengan 8.915 anak dari 76 

negara dapat dilihat disini. Adapun Komentar Umum No. 26 ini telah dipublikasi pada 28 

Agustus 2023 dan pada 18 September 2023 Komentar Umum No. 26 Versi Anak dirilis oleh 

Tim Penasihat Anak Global yang membantu Komite pembuatan Komentar Umum No. 26. 

Kebijakan di Indonesia yang terkait dengan Anak 

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 

1990, kemudian Presiden Soeharto meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 5 September 1990, 

melalui Keputusan Presiden No. 36/1990.16 Hal ini membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk 

melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan kehidupan dan tumbuh kembang anak. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B 

Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, amandemen UUD 1945 

Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.”17  

Indonesia juga memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua 

pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang ini telah dua 

kali diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. 

Serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan setiap 

daerah untuk melakukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.18 

Permasalahan 

Polusi Udara 

Polusi udara erat kaitannya dengan penyebab perubahan iklim yang terjadi secara global. 

Sekitar dua miliar anak tinggal di daerah yang tingkat polusi udaranya melebihi standar yang 

ditetapkan oleh WHO dan menyebabkan mereka menghirup udara beracun yang 

membahayakan kesehatan dan potensi perkembangan otak.19 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, 

pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain 

ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai 

ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.20 

Pencemaran udara merupakan satu dari tiga faktor risiko utama kematian anak di Indonesia.21 

Anak-anak terdampak oleh polusi udara lebih signifikan dibandingkan orang dewasa karena 

https://childrightsenvironment.org/reports/
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-26-2023-childrens-rights-and
https://childrightsenvironment.org/gc26launch/
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paru-paru mereka masih berkembang hingga usia 12 tahun.22 Selain itu anak membutuhkan 

oksigen dua kali lebih banyak.23 Anak-anak juga cenderung menghabiskan waktu lebih lama 

di luar ruangan untuk melakukan kegiatan fisik dibandingkan orang dewasa, sehingga lebih 

banyak menghirup udara yang tercemar.24 

Selama 4 tahun berturut-turut sejak 2019 hingga pertengahan 2023, berdasarkan World Air 

Quality oleh IQAir konsentrasi PM2,5 di Indonesia masih berada di peringkat 6 besar bahkan 

tahun 2022 menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi rata-rata 

tahunan mencapai 30,4 μg/m3. Sebagian besar polusi udara di Indonesia berasal dari kebakaran 

hutan, kemudian diikuti oleh emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta emisi 

transportasi, emisi rumah tangga, industri konstruksi, debu jalanan, serta pembakaran hutan 

dan penggunaan pestisida di lahan pertanian yang tidak terkendali.25 

Pada Juli 2019, Koalisi Gerakan Ibu Kota menempuh jalur hukum melawan pemerintah dengan 

mengajukan Gugatan Warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuntutannya adalah agar 

pemerintah mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terkait peraturan polusi udara dan 

meningkatkan pemantauan serta menyediakan data untuk publik.26 Setelah beberapa kali 

tertunda, pada 16 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk 

memenangkan gugatan warga terhadap pejabat pemerintah karena mengabaikan kewajiban 

memenuhi hak warga negara atas udara bersih.27 

Polusi Air 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga 

kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya.28 

UNICEF (2019) memperkirakan bahwa pada tahun 2040 hampir 600 juta anak akan tinggal di 

daerah dengan permintaan air melebihi jumlah yang tersedia atau kualitas yang buruk sehingga 

membatasi penggunaannya.29 Menurut laporan Wateraid (2018), Indonesia merupakan negara 

dengan peringkat ke-6 dari 10 negara yang tidak dapat mengakses air bersih30, dimana ada 

sekitar 32 juta orang yang hidup di Indonesia tanpa air bersih.31 Studi lainnya oleh World 

Resource Institute (2015) juga menyatakan hal serupa bahwa Indonesia termasuk negara yang 

berisiko tinggi (40-80%) mengalami krisis air pada tahun 2040.32 Sebagai contoh, pada musim 

kemarau di beberapa daerah seperti Grobogan, Banyumas, Pasaman, dan Klungkung tidak 

dapat mengakses air bersih sehingga masyarakat menggunakan air kubangan tempat mandi 

bebek untuk konsumsi sehari-hari.33  

Data dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) (2016) menyatakan 

bahwa sekitar 110.000 penduduk perkotaan di Indonesia setiap hari membuang air limbah 

domestik, namun hanya 1 persen yang terkelola sebelum dibuang.34 Selanjutnya data Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan yang 

mengalami pencemaran air paling banyak ditemukan di Jawa Tengah, dengan 1.310 

desa/kelurahan yang terdampak. Kemudian di Jawa Barat dengan 1.217 desa/kelurahan 

terdampak, dan Jawa Timur 1.152 desa/kelurahan terdampak.35 
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kualitas air di Indonesia 

pada 2021 mengalami penurunan 0,2 poin, dimana pada tahun 2020 skor Indeks Kualitas Air 

(IKA) Indonesia sebesar 53,53 poin dan tahun 2021 turun menjadi 53,33 poin. Adapun skor 

IKA yang diharapkan adalah 55,2 poin. Penyebab utama tidak tercapainya target IKA adalah 

kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) yang tinggi dan bakteri escerichia coli. Hal ini 

mencerminkan air limbah dari rumah tangga belum terkelola dengan baik.36 

Hampir 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia dalam 

sebuah studi baru tercemar limbah tinja dan turut menyebabkan penyebaran penyakit diare, 

yang merupakan penyebab utama kematian balita.37 Dampak pencemaran air terhadap 

kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit antara lain sebagai media untuk hidup 

mikroba patogen dan vektor penyakit.38 

Hak atas air bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia yang jangkauannya bersifat luas 

termasuk hak atas kesehatan yang pemenuhannya merupakan positive rights, dalam hal ini 

pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab oleh Negara, maka Negara harus melakukan 

pemenuhan berupa tindakan-tindakan secara hukum dan moral.39 Pengaturan mengenai air 

bersih dan sehat yang ada pada berbagai konvensi maupun Undang-Undang di suatu Negara 

termasuk Indonesia merupakan rujukan dari hak asasi manusia yang “non derogable rights” 

yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan keadaan apapun seperti hak hidup. 

Hak asasi atas air bersih dan sehat merupakan hak hidup yang menyangkut dengan eksistensi 

kehidupan manusia yang dapat dibayangkan jika air berkurang, dan habis, serta kotor dan tak 

berkualitas bagaimana manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Air adalah sumber 

kehidupan.40 

Polusi Tanah 

Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat 1.499 desa atau kelurahan yang mengalami 

pencemaran tanah. Dari jumlah tersebut, pencemaran tanah paling banyak terjadi di Jawa 

Tengah, dengan 224 desa/kelurahan yang terdampak.41 Pencemaran polusi tanah dapat 

disebabkan dari beberapa kegiatan masyarakat yang menggunakan bahan kimia berbahaya 

(B3) pada proses berbagai produksi skala rumah tangga, penggunaan pestisida yang tidak 

terkontrol serta kegiatan peleburan aki bekas yang dilakukan secara bebas. 

Pencemaran tanah yang terjadi di Desa Cinangka (Bogor, Provinsi Jawa Barat) setiap tahun 

terjadi akibat warga yang melakukan peleburan aki bekas secara ilegal dimana sebagian dari 

puing-puing aki yang meleleh ditimbun atau digunakan sebagai bahan untuk semen. Sisa 

peleburan dibuang di berbagai tempat sehingga menyebabkan pencemaran tanah. Kadar timbal 

dalam tanah di desa tersebut mencapai 270.000 ppm sedangkan batas aman yang diperbolehkan 

oleh WHO adalah 400 ppm. Selain itu, beberapa warga yang tinggal di dekat desa memiliki 

kadar timbal dalam darah sebesar 65 µg/dL dan melebihi batas yang diperbolehkan oleh 

WHO.42 

Penggunaan merkuri dari pengolahan emas tanpa izin juga menyumbang polusi tanah, dimana 

lebih dari 496 hektar di Indonesia masih terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya 

(B3) yang berasal dari pencemaran merkuri akibat penambangan emas skala kecil dan tanpa 

izin.43 Sedangkan di Brebes, menurut Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten 

Brebes (2016), sebesar 50 persen kualitas lahan pertanian di tujuh kecamatan sentra bawang 
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merah sudah rusak. Pemberian pestisida tanaman bawang dinilai menjadi satu penyebab 

kemerosotan kualitas tanah.44 

Semua jenis cemaran polusi pada tanah akan memberikan dampak kesehatan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang tergantung pada jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan 

populasi yang terkena. Misalnya, timbal dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan 

ginjal, merkuri dapat menyebabkan kerusakan ginjal, organofosfat dapat menyebabkan 

gangguan pada saraf otot.45 

Kesehatan Anak Indonesia 
Tantangan global terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak telah berubah selama beberapa 

dekade terakhir. Ketidaksetaraan global, konflik dan kekerasan bersenjata, globalisasi, 

proliferasi nuklir, migrasi paksa, dan perubahan iklim adalah masalah kesehatan anak yang 

melanggar hak anak atas kesehatan dan perkembangan yang optimal.46 Kesehatan, air dan 

sanitasi, pendidikan dan sistem perlindungan sosial juga memiliki peran penting dalam 

mempromosikan dan mendukung gizi yang baik untuk anak-anak, remaja dan perempuan.47 

Bank Dunia memperkirakan bahwa hingga 132 juta orang dapat jatuh ke dalam kemiskinan 

ekstrem pada tahun 2030 sebagai akibat dari perubahan iklim dimana 44 juta karena 

dampaknya terhadap kesehatan.48 Secara spesifik, terdapat lebih dari 250 juta anak berisiko 

tidak memenuhi potensi perkembangannya (2017).49 

Pada 2002, United Nations Environment Programme (UNEP) bersama dengan UNICEF dan 

WHO dalam Laporan Children in the New Millennium, menyatakan terdapat lebih dari 40 

persen penduduk menderita masalah kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan.50 Kemudian 

WHO (2017), memperkirakan lebih dari seperempat dari 5,9 juta kematian anak dapat dicegah 

melalui intervensi lingkungan yang lebih sehat.51 

Emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan degradasi ekologi secara 

eksistensial mengancam kehidupan semua anak.52 Guncangan iklim, hilangnya 

keanekaragaman hayati, dan kerusakan air, udara, dan tanah memperburuk prospek gizi jutaan 

anak dan remaja, terutama di kalangan masyarakat miskin.53  

Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi dimana 70% 

penduduk Indonesia dalam usia produktif (15-64 tahun) dan sisanya merupakan penduduk 

bukan usia produktif (<14 tahun dan >65 tahun).54 Harapan tercapainya bonus demografi akan 

sulit dicapai apabila saat ini negara belum sepenuhnya memenuhi hak anak Indonesia atas 

lingkungan yang sehat, aman dan bebas polusi maka kedepannya mereka tidak dapat tumbuh 

optimal. 

Pertumbuhan yang optimal tentunya juga berhubungan erat dengan asupan gizi sehari-hari. 

Menurut UNICEF (2017), sekitar separuh remaja Indonesia melewatkan atau bahkan tidak 

sarapan di rumah sehingga asupan makanan pertama mereka adalah apa saja yang bisa mereka 

dapatkan di sekolah.55 Biasanya tidak ada peraturan tentang apa yang boleh dijual di kantin 

sekolah, sebagian besar kebijakan diserahkan pada sekolah atau pedagang. Kurikulum sekolah 

juga kurang dalam memasukan informasi tentang gizi dan aktivitas sehat.56 
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Lima tahun terakhir, sektor kesehatan anak dikejutkan dengan tingginya angka stunting di 

Indonesia. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka 

waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.57 Salah satu 

indikator stunting yaitu salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih 

rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2018, mencatat 

angka stunting anak Indonesia sekitar 37%, dan di tahun 2022 angka ini turun menjadi 21,6%. 

Target pemerintah angka stunting yang dapat ditolerir adalah 14% dari jumlah balita dibawah 

lima tahun, artinya ada sekitar 7 juta anak yang ‘dikorbankan’ untuk mengalami stunting dan 

berpotensi memiliki masa depan suram. Hal ini bertentangan dengan Program Nasional 3, 

untuk mencetak SDM yang tangguh dan mampu berkompetisi di kancah internasional. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022 mengalokasikan dana sebesar 

44,8 triliun rupiah untuk menekan angka stunting untuk menambah makanan bergizi di 

berbagai kantung stunting.58 Namun demikian, pemerintah lalai mencari faktor lingkungan 

yang mendukung tingginya angka stunting. Selain tingkat ekonomi dan literasi rendah, para 

ahli telah mengidentifikasi faktor pencemaran lingkungan sebagai kontributor atau inhibitor 

tumbuh kembang anak. 

Menurut Debora Comini (Perwakilan UNICEF Indonesia), Indonesia termasuk dalam 50 

negara teratas di dunia dengan anak-anak yang paling berisiko terpapar dampak dari perubahan 

iklim dan kerusakan lingkungan.59 Berdasarkan peringkat yang dirilis WHO dan UNICEF 

(2020), indeks perkembangan anak yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan anak 

Indonesia ada di peringkat 117 dari 180 negara yang diteliti.60 Adapun studi lain oleh Health 

Collaborative Center (HCC) (2021) mempertegas bahwa hak kesehatan anak Indonesia belum 

terpenuhi.61 Kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatra 

pada Tahun 2019 lalu menyebabkan 10 juta anak terpapar risiko polusi udara. Diperkirakan 

terdapat 2,4 juta anak balita di kedua wilayah tersebut yang terdampak kabut asap dan 

kebakaran hutan.62 

Polusi udara di Jakarta telah menyebabkan lebih dari 10.000 kematian, 5.000 pasien rawat inap, 

dan 7.000 anak mengalami berbagai masalah kesehatan setiap tahunnya serta 6.100 kasus 

stunting, 330 kematian bayi, dan 700 bayi dengan kelahiran yang merugikan setiap tahun.63 

Syuhada dkk (2023) menyatakan total biaya per tahun dari dampak kesehatan akibat 

pencemaran udara mencapai sekitar 2.943,42 juta USD atau 45 triliun rupiah dan setara dengan 

2,2% PDRB Provinsi DKI Jakarta.64 

Penelitian Sudarmada (2012) menyatakan bahwa perkembangan rata-rata kapasitas vital paru 

anak yang tinggal di dataran tinggi lebih besar daripada yang tinggal di dataran rendah.65 Selain 

itu menurut Tanzila (2018), nilai rata-rata kapasitas vital paru anak di perkotaan lebih rendah 

dibandingkan dengan anak di pedesaan.66 Banyak literatur yang menyatakan hubungan antara 

paparan polusi udara dan efek buruk pada pertumbuhan fungsi paru-paru anak-anak, dalam 

jangka pendek dapat mengurangi fungsi paru-paru sedangkan dalam jangka panjang dikaitkan 

dengan tingkat fungsi paru-paru yang lebih rendah dan pertumbuhan fungsi paru-paru yang 

lebih lambat.67 Adapun Jakarta dan Tangerang Selatan merupakan dataran rendah yang juga 

wilayah perkotaan bisa jadi anak-anak yang tinggal di daerah ini memiliki kapasitas vital paru 

yang lebih kecil dan sangat rentan terhadap efek buruk pertumbuhan fungsi paru-paru akibat 

polusi udara. 
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Dokter Anak RS Primaya Hospital Depok, Shela Putri Sundawa, melalui akun media sosialnya 

pada 29 Mei 2023 menyatakan bahwa dalam kurun waktu seminggu (perkiraan antara 22-29 

Mei 2023) terdapat banyak anak yang mengalami sakit batuk pilek, adapun alasannya bisa 

karena infeksi ataupun faktor udara yang buruk di Jakarta.68 Hal yang serupa diungkapkan oleh 

dr. KS Denta, Dokter Spesialis Anak, bahwa semakin buruk kondisi udara akibat polusi dapat 

menyebabkan banyaknya bayi yang risiko tinggi stunting. dr. Denta juga menyertakan studi 

tentang minimnya pengetahuan mengenai dampak polusi udara pada rahim dan anak usia dini 

terhadap kesehatan dan kaitannya dengan kekurangan gizi.69 

Selain polusi udara, menurut penelusuran Puspita dkk (2020), meskipun masih sedikit 

penelitian antara paparan merkuri dengan stunting namun anak-anak yang tinggal di area 

Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) sangat rentan terhadap paparan merkuri baik dari uap 

merkuri yang terhirup maupun mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar merkuri 

bisa menjadi pemicu stunting pada anak.70 

Selain dampak emisi merkuri, rata-rata kadar timbal dalam darah anak Indonesia adalah 7,27 

μg/dL dengan asumsi angka kehilangan IQ sebesar 16 juta poin, dengan nilai produktivitas 

ekonomi seumur hidup yang hilang atau lost lifetime economic productivity (LEP) dari paparan 

timbal sekitar 2.355 USD atau setara 36.000.000 rupiah per poin IQ, dimana terdapat 4 juta 

anak yang dibawah 5 tahun.71 

Regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak di Indonesia sudah cukup baik namun peran 

pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pemenuhan regulasi tersebut kurang optimal 

karena adanya oknum yang berkepentingan, tidak menjalankan aturan tentang hak anak, dan 

tidak mengapresiasi regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak.72 

Kerangka Regulasi Lingkungan dan Hak 

Anak di Internasional 
Krisis iklim yang terjadi di semua belahan dunia telah menjadi perhatian di tingkat global, 

regional dan nasional yang tergambarkan dengan munculnya berbagai komitmen politik tingkat 

tinggi, perjanjian, resolusi, kerangka kerja, kebijakan dan kesepakatan. Di tingkat global 

terdapat Perjanjian Paris, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Gugus 

Tugas Pemindahan atau Task Force on Displacement (TFD), Kerangka Sendai untuk 

Pengurangan Risiko Bencana atau Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 

2015-2030, Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Hak Anak dan Prinsip 

Bisnis, serta Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial oleh Bank Dunia.73 Selain itu pada 

Oktober 2021, hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari diakui oleh Dewan Hak Asasi 

Manusia atau Human Rights Council (HRC)74 dan pada Juli 2022, Majelis Umum PBB 

mengadopsi resolusi yang mengakui hak atas lingkungan yang sehat.75 

Pada 28 Agustus 2023, General Comment No. 26 on children’s rights and the environment 

with a special focus on climate change atau komentar umum tentang hak anak dan lingkungan 

dengan fokus khusus pada perubahan iklim dirilis, dimana terdapat bagian “right to a clean, 

healthy and sustainable environment” atau hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan 

berkelanjutan. Hak ini sebenarnya secara tersirat sudah tercantum dalam Konvensi Hak Anak 
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pasal 6 tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pembangunan; pasal 24 tentang hak 

atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai’ termasuk mempertimbangkan bahaya dan 

risiko pencemaran lingkungan; pasal 27 tentang standar hidup yang layak; pasal 28 tentang 

pendidikan; dan pasal 29 tentang pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam. 

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah menyoroti bagaimana upaya 

yang dilakukan untuk mengurangi atau menghentikan efek negatif dari perubahan iklim harus 

konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia internasional, termasuk dengan memiliki 

ambisi setinggi mungkin untuk mencegah memburuknya kerusakan terkait perubahan iklim; 

membangun ketahanan secara adil dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh mereka yang 

paling terancam oleh perubahan iklim; dan untuk memastikan akuntabilitas dan akses ke 

pemulihan yang efektif bagi mereka yang terkena dampak perubahan iklim.76 

Inisiasi di tingkat nasional mencakup reformasi hukum yang signifikan serta kerangka 

kebijakan yang ditingkat dan menyoroti dampaknya terhadap anak-anak. Beberapa negara 

mengadopsi konstitusionalisme iklim dan memformulasikan masalah iklim dalam bahasa hak 

konstitusional. Filipina telah menempatkan anak-anak dalam kerangka kebijakannya tentang 

perubahan iklim. Negara-negara lain berfokus pada pengungsian terkait perubahan iklim, 

misalnya Vanuatu melalui kebijakan nasional tahun 2018 tentang perubahan iklim dan 

pengungsian akibat bencana untuk meminimalkan dampak dan memastikan bantuan serta 

perlindungan di semua tahap, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Pendidikan dan 

literasi iklim serta peningkatan kesadaran juga merupakan komponen penting dari upaya 

mengurangi dampak perubahan iklim. Di Kolombia, Sekolah Pelatihan Lingkungan Nasional 

mempromosikan budaya lingkungan dengan partisipasi warga, termasuk anak-anak. Saint Kitts 

dan Nevis juga telah mengumumkan komitmennya untuk mendorong keterlibatan anak-anak 

dan remaja dalam proses pengambilan keputusan tentang perubahan iklim.77 

Dokumen “ASEAN Human Rights Declaration” (2013) menjelaskan bahwa pada bab Hak atas 

Ekonomi, Sosial dan Budaya, “Setiap orang berhak atas standar penghidupan yang layak untuk 

dirinya dan keluarganya termasuk: hak atas air minum dan sanitasi yang aman serta hak 

atas lingkungan yang aman, bersih dan berkelanjutan.”. Selain itu, “Setiap orang berhak 

menikmati standar tertinggi kesehatan fisik, mental dan reproduksi, layanan kesehatan 

dasar dan terjangkau, serta akses terhadap fasilitas kesehatan.”.78 

Kerangka Regulasi Lingkungan dan Hak 

Anak di Indonesia 
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai respon dalam rangka untuk mengatasi 

ancaman dari perubahan iklim, misalnya dengan berkontribusi dalam rangkaian kegiatan 

Conference of The Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC). Indonesia berkomitmen menurunkan CO2 melalui Nationally Determined 

Contribution (NDC) sebesar 29% dengan menggunakan sumber daya sendiri, atau 41% dengan 

dukungan internasional.79 

Pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa peraturan dan kebijakan terkait perubahan 

iklim80 dan lingkungan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam undang-undang tersebut terdapat Pasal 3 Poin 

G yang menyatakan “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia” dan Pasal 65 Ayat 1 “Setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Hal ini 

menandakan bahwa Indonesia sudah memiliki regulasi lingkungan yang cukup mumpuni 

hanya saja pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dan alokasi APBN untuk kesejahteraan 

dan kesehatan anak-anak. 

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa jika semasa pertumbuhan dan perkembangannya 

sudah tergangguan akibat perubahan lingkungan maka akan berpengaruh dengan masa depan 

bangsa dan negara. Indonesia mempunyai Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak dimana Pasal 2 Ayat 4 berbunyi “Anak berhak atas perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan 

dan perkembangannya dengan wajar.” dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 45B 

Ayat 1 “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak 

dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.”, kedua 

peraturan tersebut menggambarkan bahwa kita berkewajiban untuk melindungi anak-anak. 

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 6 “Setiap orang berhak 

mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.” dan Pasal 163 

Ayat 3 “Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang 

menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: a. limbah cair; b. limbah padat; c. limbah 

gas; d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

pemerintah; e. binatang pembawa penyakit; f. zat kimia yang berbahaya; g. kebisingan 

yang melebihi ambang batas; h. radiasi sinar pengion dan non pengion; i. air yang 

tercemar; j. udara yang tercemar; dan k. makanan yang terkontaminasi.”. Peraturan 

tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak dilindungi 

dari hal-hal yang dapat menganggu kesehatan mereka. 

Hak Ekologis Anak 
Hak pertama dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adalah apa yang 

dianggap sebagai hak yang paling penting, seperti kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, 

non-diskriminasi, gagasan bahwa setiap orang dilahirkan sama dan hak untuk hidup. Hak 

terbagi dalam beberapa kategori dimana hak untuk hidup merupakan kategori hak yang 

fundamental.81 Hak untuk hidup merupakan non-derogable rights yaitu hak-hak yang bersifat 

absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.82 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) melindungi hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup.83 

Salah satu contoh hak untuk hidup adalah hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya.84 Adapun 

hal yang dapat mengancam dan membahayakan manusia antara lain bahaya kerusakan 

lingkungan. Menurut UNICEF (2021), anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa terhadap 

bahaya lingkungan yang beracun.85 Oleh karena itu, saat ini dunia sedang mengkampanyekan 

hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat atau disebut dengan Hak Ekologis Anak atau 

Ecological Child Rights (ECR). 
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Beberapa anak seperti anak perempuan, anak adat, anak berkebutuhan khusus, atau mereka 

yang hidup dalam kemiskinan menghadapi risiko lebih besar. Anak-anak dari tingkat 

perekonomian rendah seringkali tinggal di tempat yang tercemar dan tidak memiliki akses ke 

pelayanan kesehatan yang layak. Anak-anak lebih rentan terhadap ancaman di lingkungan 

karena organ, sistem kekebalan, dan saluran udara mereka yang lebih kecil kurang mampu 

mengatasi udara beracun, air yang tercemar, penyakit, atau gelombang panas.86 

Saat ini beberapa organisasi internasional seperti Children Environmental Rights Initiatives 

(CERI), Terre des Hommes (TDH), Project Dyard, Child Right Coalition (CRC) Asia bersama 

dengan Program Lingkungan PBB atau United Nations Environmental Programme (UNEP) 

mengkampanyekan hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat dengan tema “My Planet, 

My Rights” atau “Planet Ku, Hak Ku”. 

Hak anak atas informasi juga dapat mendukung hak anak atas lingkungan yang bebas racun. 

Informasi tentang bahaya bagi anak yang mungkin terpapar, tindakan mitigasi dan alternatif 

yang lebih aman dapat membantu mewujudkan hak anak atas lingkungan yang sehat. Konvensi 

Hak Anak menekankan perlunya informasi dalam promosi kesehatan fisik dan mental anak. 

Hak atas informasi penting untuk anak dalam rangka kebebasan berekspresi dan hak untuk 

didengarkan.87 

Pembahasan 

Maraknya kasus perusakan lingkungan seperti pembuangan sampah ke sungai, polusi dari 

kendaraan dan industri, penangkapan ikan berlebihan, dan deforestasi menyebabkan terjadinya 

perubahan iklim seperti temperatur ekstrim, curah hujan tinggi, kekeringan, dan kebakaran 

hutan. Perubahan pada iklim dan lingkungan berdampak buruk pada semua kalangan namun 

terdapat beberapa negara, komunitas, atau kelompok orang tertentu yang memiliki dampak 

lebih besar, seperti anak-anak akan lebih terpengaruh daripada orang dewasa karena mereka 

masih dalam masa pertumbuhan, tubuh dan pikiran. Meskipun semua anak terpengaruh, 

beberapa anak lainnya lebih terpengaruh secara negatif: misalnya anak perempuan, 

penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang tinggal dekat dengan pabrik atau 

di lingkungan dengan ruang terbuka hijau sedikit. Keadaan ini tentunya tidak adil bagi mereka 

karena harus menderita akibat kerusakan lingkungan yang bahkan mungkin bukan mereka yang 

menciptakan masalah lingkungan tersebut. Anak-anak sering memiliki lebih sedikit akses ke 

informasi lingkungan padahal setiap orang berhak memiliki standar hidup yang sehat, termasuk 

generasi mendatang.88 

Terdapat banyak penyebab kerusakan lingkungan, akan tetapi pemerintah dan industri 

memiliki tanggung jawab terbesar meskipun beberapa industri tertentu memiliki tanggung 

jawab lebih besar daripada yang lain seperti industri bahan bakar fosil menciptakan sebagian 

besar emisi gas rumah kaca dan industri yang menghasilkan produk yang tidak dapat didaur 

ulang. Pemerintah lambat dalam mengambil tindakan, dan seringkali tidak menghukum mereka 

yang merusak lingkungan.89 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KPPPA) memiliki alat untuk mengukur pencapaian hak anak yaitu dengan Indeks Komposit 

Kesejahteraan Anak atau IKKA. Pada tahun 2018 pemerintah indonesia telah memenuhi hak 
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anak indonesia sebesar 70%.90 Adapun indeks yang diukur adalah kelangsungan hidup, 

perlindungan, tumbuh dan kembang, partisipasi, dan identitas. Indeks tersebut sudah mencakup 

empat hak dasar anak yaitu (1) Hak Hidup, (2) Hak Tumbuh Kembang, (3) Hak Partisipasi, 

dan (4) Hak Perlindungan.  

Untuk meningkatkan pemenuhan hak anak atas partisipasi, dibentuk Forum Anak Nasional 

(FAN).91 Forum ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi wadah bagi anak dan remaja untuk 

berbagi pandangan mereka terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Selain itu, pemerintah 

juga memiliki program yang dikembangkan pada 2006 yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi anak. Salah satu prinsip dalam KLA 

adalah hak kelangsungan hidup dan perkembangan.92 Target pemerintah pada 2030 adalah 

IDOLA atau Indonesia Layak Anak.  Terdapat 25 indikator substansi yang antaranya rumah 

tangga dengan akses air bersih.93 

Menurut Arliman (2018), regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak sudah cukup baik, 

namun kurang baik dalam pelaksanaannya. Dalam tahap pelaksanaan masih ada saja oknum 

yang berkepentingan, tidak menjalankan aturan tentang hak anak, dan tidak mengapresiasi 

regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak. Adapun peran pemerintah pusat dan daerah 

dalam memenuhi perlindungan kesehatan kurang optimal, dilihat dari tata pemerintahan pusat 

dan daerah yang kurang optimal dalam melindungi perlindungan kesehatan hak anak.94 

Nexus3 Foundation telah melakukan survei daring tentang Hak 

Ekologis Anak. Terdapat lebih dari 200 responden anak telah 

mengisi survei dan ditemukan bahwa 66% diantaranya merasa 

hak mereka atas hidup di lingkungan yang bersih dan sehat 

belum terpenuhi atau hanya sebagian. 

Hasil observasi Nexus3 Foundation lainnya di beberapa proyek 

yang telah dilakukan, anak-anak pada dasarnya memiliki 

kesadaran tentang bagaimana seharusnya lingkungan yang 

sehat dan bersih (baik dari proses pembelajaran atau mereka 

pernah merasakan kondisi yang lebih baik selain tempat 

mereka tinggal) dan bagaimana lingkungan hidup mereka yang 

sebenarnya. Sementara yang lain tidak bisa benar-benar 

mendefinisikan lingkungan yang sehat dan bersih meskipun 

sudah mendapatkan pengetahuan dari proses pembelajaran, hal 

ini dapat terjadi karena mereka lahir dan tumbuh di lingkungan 

yang sudah tercemar sehingga mereka terbiasa dengan kondisi tersebut dan menganggap 

lingkungan tinggalnya aman. Mereka tidak memiliki sudut pandang lain karena mereka tidak 

pernah melihat atau merasakan kondisi selain yang mereka miliki saat ini. 

Anak-anak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan yang bersih dan sehat 

memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan karena adanya anggapan turun menurun 

yang melekat pada anak-anak bahwa mereka “tidak berdaya”, “tidak tahu apa-apa”, sehingga 

secara tidak sadar mereka tidak dapat berbuat apa-apa di luar kemampuan mereka. Salah satu 

kegiatan dalam proyek Nexus3 Foundation mendorong anak-anak untuk dapat berdaya dalam 

melakukan pemantauan terhadap lingkungan mereka seperti kegiatan 'Sains Khalayak' dimana 

anak-anak melakukan penelitian di lingkungan mereka seperti pemantauan kualitas air dan 
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udara menggunakan alat sederhana dan murah. Kami memotivasi mereka untuk dapat 

membawa temuan mereka ke pihak berwenang seperti Sekolah, Karang Taruna, RT/RW dan 

menggunakannya sebagai bukti untuk membuat program penyelamatan lingkungan. 

Kesimpulan 

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak atas lingkungan 

yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Lingkungan hidup yang baik 

dan sehat sangat menunjang untuk manusia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Adanya jaminan semacam ini merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan 

usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Hubungan hak dan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sudah sangat jelas, diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, pasal 28H ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Anak-anak merupakan individu yang sangat 

rentan terhadap bahaya lingkungan oleh karena itu pemerintah perlu melindungi hak anak-

anak, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam 

pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. 

Rekomendasi 

Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

● Mempromosikan lingkungan hidup yang aman dan bersih. 

● Memantau kualitas lingkungan secara berkala. 

● Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait anak. 

● Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak. 

● Penyebaran informasi yang lebih baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

● Memastikan masyarakat, terutama anak-anak mengetahui dan mendapatkan hak mereka. 

● Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait anak. 

● Mengembangkan modul asesmen terkait pemenuhan hak anak. 

● Individu yang tidak menghargai perlindungan hak anak harus diberikan sanksi sesuai 

undang-undang khusus sehingga menimbulkan efek jera yang tidak akan terulang kembali. 

● Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak. 

● Penyebaran informasi yang lebih baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Untuk Kementerian Kesehatan 

● Memastikan dan menjamin anak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan. 

● Mengoptimalisasikan pelaksanaan regulasi tentang kesehatan, terutama kesehatan anak. 

● Membuat program kesehatan khusus bagi anak. 
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● Menyebarluaskan informasi mengenai dampak kerusakan lingkungan kepada masyarakat. 

● Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak. 

● Melakukan pemetaan kondisi kesehatan anak. 

Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

● Menciptakan kurikulum yang berkaitan dengan hak anak dan lingkungan. 

● Menciptakan modul pendidikan kontekstual yang mengedepankan kearifal lokal untuk 

sekolah fomal maupun non formal. 

● Meningkatkan kapasitas pengajar yang berkaitan dengan hak anak dan lingkungan. 

● Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak. 

Untuk Orang Tua 

● Meningkatkan kesadaran mengenai hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat. 

● Memperkenalkan anak dengan isu-isu sosial-lingkungan dengan cara yang menyenangkan 

dan mudah dimengerti. 

● Mendukung anak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti mempromosikan 

haka nak dan lingkungan. 

● Melaporkan jika ada pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan yang dapat mengancam 

kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. 

Untuk Anak-anak dan Remaja 

● Mempromosikan hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat. 

● Berperan aktif dalam kegiatan pemantauan lingkungan dan pencegahan kerusakan 

lingkungan. 

● Berperan aktif dalam memberikan pendapat untuk membantu pemerintah membuat 

kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan. 

● Melaporkan jika ada pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan yang dapat mengancam 

kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. 

Untuk organisasi lain dengan perhatian yang sama 

● Mengedukasi masyarakat mengenai hak anak dan lingkungan yang bersih dan sehat. 

● Melatih fasilitator yang akan mengedukasi masyarakat mengenai hak anak dan lingkungan 

yang bersih dan sehat. 

● Kolaborasi para pihak untuk mengupas isu hak anak dan lingkunga yang bersih dan sehat. 
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